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Lampiran 1 
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI 

MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH 

19.PK.01.04.04 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENGELUARAN DAN PEMBEBASAN NARAPIDANA DAN ANAK 

MELALUI ASIMILASI DAN INTEGRASI DALAM RANGKA 

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 

 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 
Menimbang: 
a. bahwa Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, 

dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang 
memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan 
penularan Covid-19; 

b. bahwa Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam, 
maka perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan 
terhadap Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di 
Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan 
Rumah Tahanan Negara; 

c. bahwa untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana 
dan Anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga 
Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, maka perlu 
dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan 
integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran 
Covid-19; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri 
Hukum dan HAM tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana 
dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan 
dan penanggulangan penyebaran Covid- 19 di Lembaga 
Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah 
Tahanan Negara. 

Mengingat: 
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614) 

2. Undan-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
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Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5332) 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata 
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara 
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5359); 

4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 84); 

5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34) 

6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan 
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020Tentang Gugus Tugas 
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19); 

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 
2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti 
Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 
2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti 
Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 893); 

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186). 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan: 
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KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG 
PENGELUARAN DAN PEMBEBASAN NARAPIDANA DAN ANAK MELALUI 
ASIMILASI DAN INTEGRASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN 
PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19. 
KESATU: Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui 
asimilasi dan integrasi adalah upaya pencegahan dan penyelamatan 
narapidana dan Anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga 
Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara dari penyebaran 
covid-19. 

KEDUA: Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak 
sebagaimana diktum KESATU dilaksanakan melalui: 

a. Pengeluaran bagi Narapidana dan Anak melalui asimilasi dilakukan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan 
tanggal 31 Desember 2020; 

2. Anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 
Desember 2020; 

3. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 
2012, yang tidak sedang menjalani subsidaer dan bukan 
warga negara asing; 

4. Asimilasi dilaksanakan di Rumah; 

5. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala 
LPKA, dan Kepala Rutan. 

b. Pembebasan bagi Narapidana dan Anak melalui integrasi 
(Pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas), 
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana. 

2. Anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana. 

3. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP nomor 
99 tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidaer dan 
bukan warga negara asing. 

4. Usulan dilakukan melalui system database pemasyarakatan. 

5. Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal 
Pemasyarakatan.  

 

KETIGA: Pembimbingan dan pengawasan asimilasi dan integrasi 



94 
 

dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan.  

KEEMPAT: Laporan pembimbingan dan pengawasan dilakukan secara 
daring. 
KELIMA:Kepala Lapas, Kepala LPKA, Kepala Rutan dan Kepala Bapas 
menyampaikan laporan pelaksanaan Pengeluaran dan Pembebasan 
Narapidana dan Anak kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui 
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

KEENAM: Kepala Divisi Pemasyarakatan melakukan bimbingan dan 
pengawasan pelaksanaan Keputusan Menteri ini dan melaporkannya kepada 
Direktur Jenderal Pemasyarakatan. 

KETUJUH: Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Keputusan 
Menteri ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 
 

Ditetapkan Di Jakarta, 
Pada Tanggal 30 Maret 2020 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

 

Ttd. 

 

YASONNA H. LAOLY 
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